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ABSTRAK

Kewenangan evaluatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib memunculkan
problematika konstitusional yang signifikan. Secara konseptual, DPR mempunyai
tiga fungsi utama, diantaranya legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana
ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, munculnya kewenangan
evaluatif terhadap pejabat negara setelah pengangkatan menimbulkan perdebatan
mengenai batas fungsi pengawasan tersebut. Kondisi ini memunculkan
pertanyaan tentang legitimasi kewenangan tersebut dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang berlandaskan prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and
balances antar lembaga negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach).
Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan evaluatif DPR tidak
memiliki dasar eksplisit dalam UUD 1945 maupun dalam UU Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Secara yuridis,
kewenangan ini memperluas fungsi pengawasan DPR di luar batas konstitusional,
karena dilakukan terhadap pejabat independen yang telah melalui mekanisme
pengangkatan konstitusional. Akibatnya, terdapat potensi tumpang tindih
kewenangan dan pelanggaran terhadap prinsip kemandirian lembaga negara,
terutama terhadap lembaga-lembaga yang secara hukum bersifat otonom dari
pengaruh politik DPR.

Kata Kunci: DPR, implikasi yuridis, kewenangan evaluative
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ABSTRACT

The evaluative authority of the House of Representatives (DPR), as regulated
in DPR Regulation Number 1 of 2020 concerning Rules of Procedure, raises
significant constitutional issues. Conceptually, the DPR has three main functions
legislation, budgeting, and oversight as affirmed in the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia. However, the emergence of evaluative authority over state
officials after their appointment has sparked debate regarding the limits of the
DPR’s supervisory role. This situation raises questions about the legitimacy of
such authority within Indonesia’s constitutional system, which is founded on the
principles of separation of powers and checks and balances among state
institutions.

This research is a normative legal study using a statute approach and a
conceptual approach. The legal sources used include primary and secondary
legal sources.

The findings reveal that the DPR’s evaluative authority has no explicit
foundation either in the 1945 Constitution or in Law Number 17 of 2014
concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD (Law on MD3). Juridically, this
authority expands the DPR’s supervisory function beyond its constitutional limits,
as it is exercised over independent officials who have already undergone
constitutionally mandated appointment procedures. As a result, there is a
potential overlap of authority and a violation of the principle of institutional
independence, particularly concerning bodies that are legally autonomous from
the DPR’s political influence.

Keyword: DPR, legal implications, evaluative authority
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